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Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi 
oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun faktanya 
masih banyak orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta seorang 
pencipta. Di era digital 4.0, pelanggaran terhadap karya sinematografi atau film 
bukan lagi dimasukkan dalam VCD/DVD, tetapi pada suatu aplikasi media sosial.  
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menngetahui pengaturan mengenai karya 
sinematografi dalam hukum positif di Indonesia. (2) Untuk mengetahui dan 
mengkaji perlindungan hukum hak cipta terkait maraknya 
penggandaan/penggunaan karya sinematografi yang diunggah tanpa izin di media 
sosial TikTok. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research yang 
menggunakan data sekunder dan sumber data dari penelitian ini dapat diperoleh 
melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
adalah pendekatan normatif. Metode dari pengumpulan datanya melalui metode 
kepustakan yang dianalisis secara kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta terhadap pencipta karya 
sinematografi dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dua hak, yaitu hak moral 
dan hak ekonomi. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak 
pencipta akan dituntut ganti rugi atau bahkan dipidana sesuai peraturan Undang-
Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap karya sinematografi adalah 
dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual. Dalam aplikasi media sosial TikTok juga terdapat perjanjian 
antara pihak aplikasi TikTok dengan pengguna aplikasi TikTok yang tertuang 
dalam klausula baku “Term of Service” yang wajib ditaati dan diterima oleh 
seseorang yang menggunakan aplikasi TikTok. Pihak aplikasi TikTok juga 
menghormati hak kekayaan intelektual seseorang dan melarang pengguna aplikasi 
untuk mengirimkan konten yang melanggar hak cipta seseorang di dalam aplikasi 
TikTok. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
dan masukkan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 










Films or cinematographic are one of the works that are protected by Law Number 
28 of 2014 concerning Copyright. But the fact is that there are still many people 
who violate the copyright of a creator. In the digital era 4.0, violations of 
cinematographic or films are no longer included in VCD/DVD, but in a social 
media application. 
This study aims: (1) To find out the regulation regarding cinematographic works 
in positive law in Indonesia. (2) To find out and examine the legal protection of 
copyright related to the widespread copying/use of cinematographic uploaded 
without permission on TikTok social media. 
This type of research is a library research research that uses secondary data and 
sources of data from this research can be obtained through document searches. 
The approach used in the research is a normative approach. The method of data 
collection is through the literature method which is analyzed qualitatively. 
The results of this study indicate that copyright to the creators of cinematographic 
in the Copyright Act has two rights, namely moral rights and economic rights. If 
someone violates the rights of the creator, they will be required to pay 
compensation or even be punished according to the provisions of the Copyright 
Law. Legal protection for cinematographic is by registering their creations with 
the Directorate General of Intellectual Property. In the TikTok social media 
application, there is also an agreement between the TikTok application and the 
TikTok application user which is contained in the standard "Term of Service" 
clause which must be obeyed and accepted by someone who uses the TikTok 
application. The TikTok application also respects a person's intellectual property 
rights and prohibits application users from submitting content that violates one's 
copyright in the TikTok application. 
Based on the results of this research, the author is expected to be information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty 
of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Sebagaimana diketahui, bahwa menciptakan suatu karya cipta bukanlah 
suatu hal yang mudah dilakukan, oleh karena itu orang lain diwajibkan untuk 
menghormati keberadaan pencipta serta diperlukannya sebuah pengakuan baik 
dari masyarakat maupun hukum yang berlaku. Karya ciptaan itu sendiri di 
Indonesia memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang 
kekayaan intelektual yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya bisa disebut Undang-Undang Hak 
Cipta atau „UUHC‟). Dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta 
adalah hak esklusif pencipta yang timbul secara otomatis dengan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak cipta mengenal dua 
hak eksklusif yang terdapat pada pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan 
hak moral seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta 
bahwa hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 
suatu ciptaan atau produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang 
ada dalam diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan.  
Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 5 menyebut ciptaan adalah 
„setiap karya cipta yang di hasilkan atas inspirasi, imajinasi kemampuan, 
kecekatan, keahlian, pikiran, seseorang baik di bidang ilmu pengetahuan, 





dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Karya 
sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang 
meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat 
dengan skenario dan film kartun.
1
 Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa 
karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali 
dilakukan pengumuman. 
Dewasa ini, film merupakan karya seni yang sedang mengalami kenaikan 
tingkat peminatnya, apalagi di jaman sekarang ini banyak situs film resmi yang 
menayangkan beberapa film untuk ditonton tanpa harus datang ke bioskop. 
Film merupakan media komunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan, baik 
pesan yang menyampaikan edukasi maupun pesan yang menyampaikan 
hiburan, melalui audio visual berupa gambar dan suara yang menghidupkan 
bagaimana pesan itu disampaikan. Film sendiri mempunyai beraneka ragam 
macamnya yang mempunyai banyak cara pendekatannya, tetapi dapat 
dikatakan bahwa film mempunyai satu tujuan yang sama yaitu menarik 
perhatian bnyak penikmatnya untuk terhadap masalah yang dikandung dari 
film itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 
(yang selanjutnya bisa disebut Undang-Undang Perfilman atau „UU 
Perfilman‟) menjelaskan pengertian perfilman sebagai seluruh kegiatan yang 
berhubungan dengan pembuatan, jasa, teknik, pengeksporan, pengimporan, 
pengedaran, pertunjukan, dan penayangan film. 
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Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi 
marketing sosial We Are Social bertajuk „Global Digital Reports 2020‟ pada 
akhir bulan Januari 2020, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah 
terkoneksi dengan jaringan internet. Masih dari riset yang sama, jumlah 
pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 160 juta, meningkat 8,1 
persen atau 12 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, 
penetrasi penggunaan media sosial di Indonesia sudah mencapai 59 persen dari 
total jumlah penduduk.
2
 Riset tersebut merupakan riset yang dilakukan pada 
waktu sebelum maraknya berita tentang Covid-19. Setelah adanya PSBB karna 
penyebaran Coronavirus Disease-2019 ini sendiri mengharuskan segala 
kalangan masyarakat Indonesia baik pekerja maupun mahasiswa dan anak yang 
masih duduk di bangku sekolah menggunakan internet dan media sosial 
sebagai alat komunikasi dan bekerja maupun belajar secara online. Akibat dari 
adanya PSBB membuat penggunaan internet dan media sosial semakin tinggi. 
Apalagi pada era digital saat ini, penggunaan internet dan media sosial sudah 
menjadi hal biasa yang sering dilakukan sehari-hari. Penggunaan media sosial 
itu sendiri untuk saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi untuk 
bekerja dan belajar, melainkan sebagai hiburan. Segala macam hiburan, mulai 
dari musik, game bahkan menonton sebuah film. Padahal untuk menonton 
sebuah film bisa dilakukan dengan menggunakan website-website resmi, 
seperti Netflix, Amazon, BBC, Crunchyroll, dll. Namun ternyata tidak sedikit 
orang-orang yang menggunakan situs website illegal untuk streaming film 
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Yogi Setyo Pradana, “Menelisik Tren Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia”, 
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secara gratis. Hal ini merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi di 
bidang perfilman, yaitu pembajakan film – film oleh oknum tidak bertanggung 
jawab. 
Fenomena pembajakan film di Indonesia bukan masalah asing. Pembajakan 
film telah diatur dalam Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Hak 
Cipta pasal 1 angka 23. Namun, pelaku pembajakan film tidak jera dengan 
hukuman yang diberikan, sehingga tidak sedikit yang mengulangi lagi. 
Beberapa tahun belakangan ini banyak ditemui kasus tentang pembajakan film 
di tanah air. 
Dilihat dari berbagai sumber terdapat kasus yang berhasil diungkap, 
sebagai salah satu contohnya, pada Akhir Maret 2018 terdapat kasus 
pembajakan film Dilan1990 salah satu film karya Fajar Bustomi. Film yang 
dimainkan Iqbaal Ramadhan (Dilan) dan Vanesha Preschilla (Milea) ini dapat 
menarik 6 juta penonton di bioskop dalam waktu 1 bulan. Film ini menceritkan 
tentang kisah cinta anak remaja di Bandung tahun 1990-an. Produser film Dilan 
1990, Ody Mulya Hidayat mendapati DVD bajakan film tersebut di Cirebon, 
Jawa Barat. Ody mengaku mendapat laporan dari seorang teman, Ody 
kemudian mendatangi toko tersebut untuk mengatahui kebenarannya. Ody 
terkejut, lantaran mendapati beberapa ikat DVD film „Dilan 1990‟, tidak hanya 
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Di akhir tahun 2016, terdapat kasus pembajakan film „Warkop DKI 
Reborn‟. Film tersebut dibajak oleh seorang wanita berinisial PL (31) yang 
dengan tidak bertanggung jawab merekam langsung di bioskop serta 
menyebarluaskan melalui media sosial Bigo Live. Pelaku tersebut berhasil 
ditangkap oleh Subdirektorat Reserse Cyber Crime Polda Metro Jaya. Hal 
tersebut dilakukan oleh pelaku dengan motif hanya iseng belaka dan tidak 
terdapat motif untuk mencari keuntungan atau lainnya. Namun, dengan adanya 
kejadian tersebut, pelaku dijerat Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, 
dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp 4M. 
Falcon Pictures berharap agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan kasus 
ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita  semua.  Akibat kejadian tersebut, 
Falcon Pictures menderita kerugian sampai lebih dari Rp20 miliar, tidak hanya 
rugi secara material namun juga moral.
4
 
Pada bulan Januari 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs streaming film bajakan atau 
illegal seperti IndoXXI (Lite) dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal 
lainnya.
5
 Namun ternyata para pelaku penyedia film/situs bajakan tersebut 
tidak jera, bahkan mereka juga melakukan penggantian nama situs agar tidak 
diketahui para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. 
Pada pertengahan bulan Oktober 2020, Film Story of Kale dirilis. Namun, 
sangat disayangkan bahwa masih saja ada oknum yang membajak film 










tersebut. Hal itu membuat orang lain menonton film tersebut secara cuma-
cuma. Padahal, dengan dirilisnya film tersebut yang dapat ditonton di Bioskop 
Online orang-orang hanya perlu membayar Rp 10.000. Dengan adanya 
kejadian itu, pihak rumah produksi film Story of Kale melaporkan kejadian 
tersebut ke pihak beerwenang. Dilansir dari detikcom, pihak Visinema 
mengaku sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap pelaku 




Pada era digital 4.0, pembajakan film ini bukan lagi dimasukkan dalam 
VCD/DVD, tetapi menggunakan internet dan media sosial. Media sosial pada 
umumnya adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi 
(berhubungan, baik secara personal, kelompok dan lain sebagainya) antar 
penggunanya. Beberapa istilah yang ada dalam media sosial antara lain adalah 
Social Network, SNS dan Communication Network. Secara garis besar media 
sosial dan jaringan sosial menggunakan sistem yang sama yaitu media daring 
yang terhubung dengan internet.
7
 Walaupun media sosial merupakan suatu 
jenis media tersendiri, akan tetapi fungsi media massa masih dapat kita temui 
pada media sosial ini, walaupun tidak seluruhnya sama. Sementara SNS (Social 
Networking Sites) merupakan terminologi yang lebih khusus untuk 
menjelaskan tentang situs mana yang digunakan untuk melakukan aktivitas 
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Diakses 14 Maret 2021. 
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jejaring sosial tersebut. Contoh jejaring sosial sekaligus SNS adalah Facebook, 
Pinterest, Instagram, Youtube, Twitter, Path, Tumblr, dsbnya.
8
  Saat ini media 
sosial yang baru-baru ini sedang mengalami kenaikan tingkat peminatnya dan 
sangat terkenal adalah aplikasi suara lipsing yang membuat video dengan 
melakukan gerak bibir dengan gerakan pada anggota badan (dance) sesuai 
suara dari musik yaitu aplikasi Tiktok.  
TikTok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan 
menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga 
dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan 
kepada teman-teman atau pengguna lainnya.
9
 Aplikasi sosial video pendek ini 
memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat 
melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi 
sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi content creatore.
10
 
Namun, penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya juga menuai pro-
kontra dikarenakan disalahgunakan oleh beberapa oknum yang dengan sengaja 
mengunggah film dengan tanpa izin pencipta, walaupun pengunggahannya bisa 
mencapai beberapa video karena kapaitas pengunggahan video di TikTok hanya 
mencapai 3 menit saja. Hal tersebut juga bisa dikategorikan sebagai kegiatan 
pembajakan film. 
Dalam aplikasi TikTok, terdapat perjanjian yang mengikat secara sah yang 
berbentuk klausula baku dalam Term of Service atau syarat penggunaan yang 
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berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, yang 
mengharuskan pengguna aplikasi menerima ketentuan dalam Term of Service 
dan mematuhinya. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok yang 
membuat suatu konten dengan pemegang hak cipta terdapat pada bagian User 
Generated Content, yang menyebutkan bahwa „When you submit User Content 
through the Services, you agree and represent that you own that User Content, 
or you have received all necessary permissions, clearances from, or are 




Penjelasan hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan 
pemegang hak cipta dalam klausula tersebut adalah pengguna aplikasi TikTok 
dalam membuat suatu konten harus sudah mempunyai izin atau diberi 
wewenang oleh pemilik bagian apapun dalam konten untuk dikirim di aplikasi 
TikTok. Artinya, pengguna aplikasi TikTok bebas membuat sebuah konten asal 
sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Akan 
tetapi dari fakta yang ada bahwa pengguna aplikasi biasanya tidak melakukan 
izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang 
dikirimkan tersebut. 
Selanjutnya pada User-Generated Content menjelaskan „We accept no 
liability in respect of any content submitted by users and published by us or by 
authorised third parties‟
12
 Yang menjelaskan bahwa pihak aplikasi TikTok ini 
tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna 
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aplikasi Tiktok dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi TikTok atau oleh pihak 
ketiga yang berwenang, yang artinya bahwa konten yang dikirimkan oleh 
pengguna aplikasi TikTok sepenuhnya adalah tanggung jawab si pengguna 
aplikasi Tiktok. 
Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan pembajakan adalah penggandaan 
suatu ciptaan secara illegal dan mendistribusikan suatu bajakan tersebut untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi. Sementara itu, penggandaan adalah suatu 
proses dengan cara menggandakan suatu salinan karya cipta milik orang lain 
secara permanen atau hanya sementara ke dalam bentuk apapun. Terdapat 
bentuk pelanggaran hak cipta yang pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. 
Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, 
atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, 
mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak 
cipta.
13
 Ketika seseorang ingin melakukan duplikasi suatu ciptaan apapun 
seharusnya mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan 
membuat suatu perjanjian atau membayarkan suatu royalti. Atau, jika dilihat di 
dalam Undang-Undang Perfilman dalam Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa 
„Pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku 
usaha pengedaran film.‟ Yang mana pelaku kegiatan pengedaran film jika 
dalam pasal 25 ayat (3) merupakan badan usaha berbadan hukum. Namun pada 
kenyataannya pemilik akun pengguna aplikasi TikTok itu bukan merupakan 
badan usaha berbadan hukum dan tidak mendapat izin dari pencipta atau 
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pemegang hak cipta dengan membuat suatu perjanjian atau membayarkan suatu 
royalti, yang dilakukan ialah menggandakan film yang kemudian dalam bentuk 
digital yang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Tranksaksi Elektronik (yang selanjutnya bisa disebut Undang-Undang ITE 
atau „UU ITE‟) disebut dokumen elektronik lalu di unggah ke aplikasi TikTok 
tersebut digunakan sebagai situs penyedia film gratis. Dengan demikian, masih 
saja terdapat sekumpulan yang dengan sengaja memanfaatkan karya tersebut 
untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, kegiatan 
yang dilakukan sekumpulan tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (3) yang 
menyatakan „Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial 
Ciptaan.‟ Khususnya dalam bidang hak moral yang terdapat pada Pasal 5 
Undang-Undang Hak Cipta huruf e bahwa pihak pemegang hak cipta dapat 
memperthanakan hak moralnya jika terjadi distorsi, mutilasi atau modifikasi 
terhadap ciptaannya. Menurut penjelasan dari Pasal 5, distorsi adalah suatu 
perbuatan seseorang memutarbalikan fakta mengenai identitas suatu ciptaan, 
mutilasi adalah suatu perbuatan seseorang yang melakukan tindakan 
menghilangkan sebagian ciptaan serta modifikasi adalah perbuatan seseorang 
yang melakukn pengubahan terhadap suatu ciptaan. 
Dalam Pasal 25 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa informasi 
elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, 
situs internet dan kekayaan intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai 





undangan. Di dalam Undang-Undang ini diatur lebih jelas tentang hak dan 
kewajiban pengiriman dan penerimaan informasi ataupun data melalui jaringan 
internet. Banyak ciptaan saat ini yang dituangkan dalam berbagai aplikasi 
media sosial atau internet sehingga baik secara langsung maupun tidak 
langsung hak cipta memiliki hubungan dengan Undang-Undang ITE. 
Melalui uraian di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta dengan 
melakukan pembajakan terus berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, 
penulis melakukan penelitian ini dengan maksud agar mengetahui perlindungan 
hukum hak cipta terkait maraknya penggandaan/penggunaan karya 
sinematografi yang diunggah tanpa izin di media sosial Tiktok karena sudah 
seharusnya film atau dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut sebagai karya 
sinematografi mendapat perlindungan sebagai kekayaan intelektual agar tidak 
menghilangkan hak-hak atas karya ciptaannya. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan mengenai karya sinematografi dalam hukum positif 
di Indonesia? 
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terkait maraknya 
penggandaan/penggunaan karya sinematografi yang diunggah tanpa izin di 
media sosial Tiktok? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 





1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai karya 
sinematografi tersebut dalam hukum positif di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum hak cipta terkait 
maraknya penggandaan/penggunaan karya sinematografi yang diunggah 
tanpa izin di media sosial Tiktok. 
D. Manfaat Penelitian 
Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat: 
1. Manfaat Teoritis 
a) Sebagai sarana perbandingan bagi dunia ilmu pengetahuan dalam 
memperkaya informasi dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam 
bidang hak kekayaan inteletual. 
b) Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, 
literatur atau bahan-bahan hukum informasi ilmiah dan acuan bagi 
penulisan hukum selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a) Penulisan hukum ini bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan 
penalaran, gagasan dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis 
ketika menerapkan ilmu yang diperolehnya. 
b) Manfaat dari penulisan hukum ini adalah agar menjadi acuan 
mahasiswa ataupun seluruh masyarakat yang suka menikmati karya 
sinematografi menjadi lebih bijak karena sudah mengetahui bagaimana 





penggandaan/penggunaan karya sinematografi yang diunggah tanpa izin 
di media sosial Tiktok. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa skripsi yang memiliki 
kemiripan judul dengan judul penelitian skripsi yang penulis buat. Namun 
demikian perlu diketahui bahwa penelitian-penelitian yang terdahulu tersebut 
memiliki perbedaan dengan penelitian yang dibuat penulis sekarang ini. 
Perbedaannya yaitu penelitian ini akan membahas mengenai pelanggaran hak 
cipta terhadap karya sinematografi yang akhir ini sering sekali dilakukan 
adalah pembajakan film yang bukan lagi dimasukkan dalam VCD/DVD, tetapi 
menggunakan internet dan media sosial, lebih tepatnya aplikasi media sosial 
TikTok dan mengetahui perlindungan hukum hak cipta terkait maraknya 
penggandaan/penggunaan karya sinematografi yang diunggah tanpa izin di 
media sosial Tiktok. Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan 
pengulangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dimaksud 
diantaranya: 
1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di 
Internet, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 25, No 12 (2019), 
disusun oleh Cintya Farha Indah. Skripsi ini menjelaskan tentang 
Perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang perfilman telah diberikan 
oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan 
hak moral dan hak ekonomi yang sebelumnya lahir dari bentuk perlindungan 





perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dengan cara yakni 
melakukan pendaftaran hak cipta tersebut ke Direktorat Jendral Kekayaan 
Intelektual Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, dengan tujuan 
agar mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta khususnya dalam 
bidang perfilman. Selain dari bentuk perlindungan dengan cara preventif 
juga terdapat bentuk perlindungan represif. 
2. Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di 
Media Sosial, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 11, aug. 
2018. ISSN 2303-0569, disusun oleh Luh Mas Putri Pricillia dan I Made 
Subawa. Skripsi ini menjelaskan Film atau sinematografi merupakan jenis 
Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi khususnya hak cipta yang 
merupakan hak ekslusif yang memiliki hak moral, hak ekonomi dan hak 
terkait. Berdasarkan pembahasan di atas, pengunggahan karya cipta film 
tanpa izin pencipta di media sosial termasuk suatu pelanggaran karena 
mengumumkan karya cipta tanpa izin.  
3. Perlindungan Hukum Karya Cipta Film Drama Bersubtitle Yang Diunggah  
Komunitas Tanpa Izin Pencipta. Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 3 Tahun 
2020, disusun oleh I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha., Ni Luh Gede 
Astariyani. 2020. Skripsi ini menjelaskan Pada suatu pelanggaran dalam 
bidang pembajakan pelaku dapat di kenakan sanksi sebagaimana termuat 
Pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta serta 





pelarangan rekaman yang kemudian mendistribusikan hasil rekaman 
tersebut tanpa izin dari pencipta. 
4. Perlindungan hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait  
Pembajakan Film Pada Situs Online, jurnal ilmiah ilmu Hukum Kertha 
Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, vol.4 no.2, disusun 
oleh Ni Made Rian S., I Made Sarjana. Skripsi ini menjelaskan tentang 
Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi karya sinematografi apabila 
terjadi pembajakan di situs online adalah dengan pemblokiran situs-situs 
tersebut oleh Kemenkominfo yang bekerja sama dengan Kementrian Hukum 
dan HAM. Terkait pelaksanaan pembajakan, pengelola bioskop melakukan 
pengawasan berupa CCTV serta pemberitahuan di layar bioskop sebelum 
pertunjukan dimulai, pemerintah juga berupaya dengan membentuk satuan 
tugas (satgas) Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif 
yang berperan untuk mendampingi pelaku ekonomi kreatif pada tahap 
proses pelaporan apabila terdapat pembajakan baik online atau offline, serta 
pemerintah kini menyediakan streaming online yang telah terdaftar pada 
Kemenkominfo. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 
penelitian kepustakaan Library Research. Penelitian jenis kepustakaan yaitu 





diperoleh melalui penelusuran dokumen.
14
 Dalam hal ini, penulisan meneliti 
mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap karya sinematografi yang 
diunggah tanpa izin di media sosial TikTok degan menelusuri dokumen 
kepustakaan. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan dan 
mencapai tujuan dari penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan 
normatif yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau 
tidak boleh menurut hukum yang berlaku).
15
 
Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dengan 
menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk 
mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap karya sinematografi 
yang diunggah tanpa izin. 
3. Sumber Data 
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 
Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder yang merupakan 
data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
16
 Data sekunder terdiri dari: 
1. Bahan Hukum Primer.  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
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perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu: 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
2. Bahan Hukum Sekunder.  
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
yang saya gunakan menggunakan jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks 
kumulatif dan lain sebagainya. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder 
tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini 
digunakan metode pengumpulan data, yaitu:  
Metode Kepustakaan (Library Research). Metode kepustakaan yaitu 
metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan 
dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan dan 
peraturan perundang-undangan yang terakit dengan isu yang diangkat.
17
 
Adapun penulis juga menelusuri informasi tambahan yang dilakukan secara 
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offline (buku, laporan hasil penelitian, makalah, tulisan para ahli, dan semua 
peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian) dan online (internet). 
5. Metode Analisis Data 
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. 
Metode kualitatif yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, sifat 
gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilihan terhadap bahan-bahan 
hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing 
permasalahan yang dibahas dengan memperkuat bahan hukum yang ada. 
Mengolah dan mengintreprestasikan data guna mendapat kesimpulan dari 
permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini 
adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam 
bentuk pernyataan dan tulisan.
18
 
Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan 
pengunggahan ciptaan karya sinematografi tanpa izin, yang kemudian 
muncul sebuah konsep tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan 
terhadap pencipta karya sinematografi yang karyanya dibajak oleh orang 
lain dan kemudian diunggah tanpa izin pencipta ke media sosial Tiktok. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing 
menampakkan titik beratnya yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang 
saling mendukung dan melengkapi. 
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Bab I Pendahuluan. Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Dalam bab ini diuraikan teori-teori dan konsep 
yang tepat dan yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan 
penelitian, antara lain: pengertian tinjauan umum tentang karya 
sinematografi, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum 
tentang media sosial, tinjauan umum tentang pembajakan dan 
perlindungan hukum hak cipta terkait maraknya 
penggandaan/penggunaan karya sinematografi yang diunggah tanpa 
izin di media sosial. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaturan 
mengenai karya sinematografi yang ada dalam Hukum Positif di 
Indonesia dan perlindungan hukum hak cipta terkait maraknya 
penggandaan/penggunaan karya sinematografi yang diunggah tanpa 
izin di media sosial TikTok. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 







A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 
1. Pengertian mengenai Hak Cipta 
Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata „hak‟ berarti suatu 
kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas 
untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata „cipta‟ atau „ciptaan‟ tertuju 
pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, 
pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa 
hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.
19
  
Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari beberapa negara yang 
menganut common law, yakni copyright, sedangkan di Eropa, seperti 
Prancis dikenal droit d‟aueteur dan di Jerman sebagai Urherberecht. Di 
Inggris, penggunaan istilah copyright dikembangkan untuk melindungi 
penerbit bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring dengan 
perkembangan hukum dan teknologi maka perlindungan diberikan kepada 
pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang 
buku tetapi drama, musik, artistic work, dan fotografi.
20
 Istilah Hak Cipta 
diusulkan pertama kali oleh Prof. Sutan Mohammad Syah, SH. Pada 
Kongers Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima 
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oleh Kongres Tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang 
dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak 
pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang 
dicakup hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya 
dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian.
21
 
Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 disebutkan 
bahwa „Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan‟. 
Menurut Rachmadi Usman (2003:86) apabila bunyi Pasal 1 angka 1  
Undang-Undang Hak Cipta diuraikan dan dianalisis, maka terungkap 
pengertian dan sifat hak cipta itu, yakni:
22
 
1. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau 
eksklusif (exclusive rights) yang diberikan kepada pencipta atau 
pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak 
ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali 
dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. 
2. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, 
memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin kepada orang lain untuk 
mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut. 
                                                             
21
 Ok Sadikin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.58 
22
Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi 





3. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, 
pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya harus dilakukan 
menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang 
merupakan pembatasan- pembatasan tertentu. 
4. Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat 
immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik 
untuk seluruh atau sebagian. 
2. Ruang Lingkup Hak Cipta 
Hak cipta memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan hak-hak 
lainnya yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Secara garis 
besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua, yaitu:  
a. Hak Cipta (Copyrights) 
b. Hak Kekayaan Intelektual (Industrial Property Rights), yang mencakup: 
1) Paten  
2) Desain Industri (Industrial Design) 
3) Merek (Trademark) 
4) Penanggulangan praktik persaingan curang (Repression of Unfair 
Competition) 
5)  Desain tata letak sirkuit terpadu (Layout Design of Integrated 
Ciurcuit). 





7) Perlindungan varietas tanaman (Plant Variety Protection).23  
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang 
termasuk ruang lingkup Perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Dalam Undang-Undang ini ciptan yang dilindungi adalah ciptaan dalam 
bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang mencakup: 
1) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 
hasil karya tulis lain; 
2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
3) Alat peraga yang dibuat untukkeoentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
4) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; 
5) Karya seni rupa dalam segala bentyuk sperti lukisan, gambar, 
ukiran,kaligrafi, snei pahat, patung dan kolase; 
6) Karya seni terapan; 
7) Karya arsitektur; 
8) Peta; 
9) Karya seni batik atau seni motif lain; 
10) Karya fotografi; 
11) Potret; 
12) Karya sinemtogarfi; 
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13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi, dan katya seni lain dari hasil transformasi; 
14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, treansformasi, atau modifiksi 
ekspresi budya tradisional; 
15) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dala format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun media lainnya;
24
  
16) Kompilasi ekspresi budaya tradsional selama karya itu asli; 
17) Permainan video; dan 
18) Program koputer. 
b. Ciptaan sebgaiamana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebgaai ciptaan 
tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Ciptaan atas Ciptaan asli. 
c. Perlindungan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 
termasuk perlindungan terhadap cipta yang tidak atau belum dilakukan 
Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang 
memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.  
3. Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta 
Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta membedakan hak cipta sebagai hak 
eksklusif menjadi dua jenis hak yakni hak ekonomi ekonomi dan hak moral 
moral. Hak moral berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik 
dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya sebagai 
pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya cipta, sedangkan hak ekonomi 
berhubungan dengan perlindungan kepentingan ekonomi pencipta, misalnya 







hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan pengumuman 
dan perbanyakan karya cipta yang dilindungi. 
a. Hak ekonomi  
Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas 
hak kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan 
intelektual adalah hak benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak 
ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh 
karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena 
penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu 
diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau 




Hak ekonomi yang terdapat pada setiap undang-undang selalu memiliki 
ketentuan yang berbeda-beda, baik dari ketentuan terminologi, 
ketentuan jenis hak diliputnya, dan ketentuan ruang lingkup dari tiap 
jenis hak ekonomi tersebut. 
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa 
pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 
1) Penerbitan ciptaan; 
2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; Pasal 1 angka 12 
menyatakan bahwa penggandaan adalah proses perbuatan atau cara 
menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih 
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dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau 
sementara. 
3) Penerjemahan ciptaan; 
4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 
5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; 
6) Pertunjukan ciptaan; 
7) Pengumuman ciptaan; 
8) Komunikasi ciptaan; 
9) Penyewaan ciptaan. 
Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana 
dimaksudkan pada pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta 
atau pemegang hak cipta, dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau 
penggunaan secara komersial ciptaan. 
b. Hak Moral 
Hak moral merupakan hak untuk melindungi kepentingan yang bersifat 
pribadi atau yang bersifat melindungi reputasi dari pencipta. Hak moral 
dari pencipta tidak dapat dipisahkan dan bersifat pribadi atau kekal. 
Sifat pribadi dari pencipta ini bisa menunjukkan ciri khas yang 
berkenaan dengan nama baik si pencipta kemampuan yang hanya 
dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta sifat. Kekal itu sendiri 
memiliki arti bahwa suatu karya ciptaan melekat pada pencipta selama 





merupakan bagian dari hak eksklusif atau hak integritas sang pencipta 
suatu karya ciptaan pelanggaran terhadap hak moral terjadi apabila 
tindakan atau perilaku yang dilakukan terhadap suatu ciptaan telah 
merugikan martabat dan mengganggu reputasi dari pencipta.  
Hak moral mempunyai dua asas yaitu:
26
 
1) Droit de paternite : pencipta berhak untuk mencantumkan namanya 
pada ciptaannya, 
2) Droit au respect: pencipta berhak mengubah judul maupun isi 
ceritanya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas 
penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya. 
4. Perlindungan Hukum mengenai Perjanjian Undang-Undang Hak Cipta 
di Indonesia 
a. Peralihan Hak Cipta  
Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, 
maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa 
izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki 
sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Berdasarkan penjelasan 
sebelumnya, orang selain pencipta dapat menikmati hak tersebut dengan 
cara pengalihan hak cipta yang dilakukan oleh seorang pencipta. Pasal 
16 ayat (2) UU Hak Cipta hak cipta dapat beralih atau dialihkan secara 
keseluruhan ataupun hanya sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, 
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wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Hak ekonomi atas suatu hak cipta dapat dialihkan, namun hak moral 
tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Tetapi pelaksanaan 
hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal 
dunia.  
b. Lisensi di Indonesia  
Intellectual property rights atau hak atas kekayaan intelektual 
memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi 
yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah 
orang lain menggunakannya secara tanpa izin.
27
 Pemberian izin 
penggunaan karya dapat dilakukan melalui pemberian lisensi. Lisensi 
menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait 
dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa 
sesungguhnya lisensi adalah suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu 
pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan 
atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai 
lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian 
lisensi antara licensor (pencipta) dengan licensee (penerima/hak cipta). 
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Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI yang lain, 
seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta.  
c. Perjanjian Lisensi Hak Cipta  
Pasal 50 (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa 
perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HaKI, misalnya lisensi 
paten, hak cipta, desain industri, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia 
dagang, dan perjanjian yang berhubungan dengan franchise dikecualikan 
dari ketentuan UU persaingan ini.
28
 Sehingga pemberian lisensi pada 
HKI bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat, karena 
lisensi yang diperjanjikan adalah kesepakatan para pihak. Perjanjian atau 
kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat 
pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan 
atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk 
pelaksanaannya.
29
 Perjanjian diartikan kesepakatan para pihak yang 
apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. Syarat sahnya 
perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yakni :  
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
c. Suatu hal tertentu  
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d. Suatu sebab yang diperkenankan.  
Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. 
Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam 
peratruan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC dijelaskan 
bahwa pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang 
berlaku selama  jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku 
hak cipta dan hak terkait, juga dijelaskan mengenai penerima lisensi 
nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau 
pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan 
lain. Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, 
yang berbunyi:  
a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan 
kerugian perekonomian Indonesia.  
b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau 
mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. 
B. Tinjauan Umum tentang Karya Sinematografi 
1. Pengertian Karya Sinematografi 
Sinematografi secara etimologis berasal dari bahasa Latin 
yaitu; Kinema (gerak), Photos (cahaya), Graphos (lukisan/ tulisan).
30
 Jadi 
sinematografi dapat diartikan sebagai aktivitas melukis gerak dengan 
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bantuan cahaya. Menurut Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia (Aka 
Kamarulzaman: 2005, 642) Sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik 
pembuatan film atau ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film 
dengan sinematograf.
31
 Sinematograf adalah alat yang digunakan untuk 
memperoyeksikan gambar-gambar dalam film atau kamera untuk 
pengambilan gambar film. Sedangkan sinema adalah tempat yang 
digunakan untuk menampilkan film atau gedung bioskop.   
Film (movie atau cinema) merupakan produk atau buah karya dari 
kegiatan sinematografi. Film sebagai karya sinematografi merupakan hasil 
perpaduan antara kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam 
penguasaan teknologi, olah seni, komunikasi, dan manajemen berorganisasi. 
Film atau yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta (yang selanjutnya bisa disebut Undang-Undang Hak Cipta atau 
„UUHC‟) disebut sebagai karya sinematografi adalah salah satu ciptaan 
yang dilindungi.  
Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, yang dimaksud 
dengan „karya sinematografi‟ adalah: 
       „Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain 
film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat 
dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat 
dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau 
media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar 
lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu 
contoh bentuk audiovisual.‟ 
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Film merupakan ekspresi/bentuk lahiriah dari sebuah ide atau gagasan 
awal yang datang dari pihak-pihak tertentu. Hal mana sesuai dengan prinsip 
perlindungan dalam hak cipta yang pada intinya melindungi ekspresi dari 
ide atau gagasan dan bukanlah memberikan perlindungan pada ide atau 
gagasan itu sendiri. Adapun bentuk/perwujudan dari sebuah ide atau 
gagasan amatlah luas dan beraneka ragam sesuai dengan kreativitas 
masyarakat yang semakin lama semakin luas, bahkan menemukan 
kreativitas yang sama sekali yang belum pernah ada sebelumnya menjadi 
amat dihargai dalam hak cipta. 
32
 
2. Perkembangan Karya Sinematografi di Indonesia 
Film (movie atau cinema) merupakan produk atau buah karya dari 
kegiatan sinematografi. Film sebagai karya sinematografi merupakan hasil 
perpaduan antara kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam 
penguasaan teknologi, olah seni, komunikasi dan manajemen berorganisasi. 
Teknologi sinematografi ditemukan di Amerika dan Prancis pada akhir 
abad 19, Indonesia masih merupakan koloni Belanda. Unsur gerakan dengan 
menggunakan mesin foto dibuat oleh Edward Muybridge fotografer Inggris 
pada tahun 1878 pertama kali ia berhasil mengembangkan metode baru 
menghasilkan gambar foto berturut-turut menjadi sebuah film. Di masa 
yang sama, seorang fisikawan Perancis yang berama Etienne Mare juga 
berhasil menangkap dengan bantuan mesin foto yang bisa merekam 12 
gambar per detik, gerakan burung terbang. Film pertama kali dipertontonkan 
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untuk khalayak umum, berlangsung di Paris, Perancis pada tanggal 28 
Desember 1895.
33
 Peristiwa tersebut menandai lahirnya film dan bioskop di 
dunia.  
Di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Desember 
1900 oleh Belanda sebagai penjajah Indonesia kala itu. Film pertama di 
Indonesia adalah sebuah film dokumentasi dari Eropa. Sedangkan film 
cerita baru pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 melalui film-
film impor dari Amerika yang pada tahun-tahun berikutnya diikuti dengan 
masuknya film-film cerita impor dari Eropa, India bahkan Cina. Seluruh 
film yang diputar hingga tahun 1923 masih berupa film bisu. Adapun 
pelopor usaha film kala itu adalah orang-orang Eropa. Sedangkan bagi etnis 
Cina pada awalnya memiliki hubungan hanya sebatas penyewan gedung-
gedung milik mereka untuk pemutaran.
34
 Namun, fakta lain dari perkenalan 
pertama kali film di Indonesia, peranan pribumi atau orang asli Indonesia 
hanya sebatas penonton semata.  
Film lokal (Indonesia) baru pertama kali diproduksi pada tahun 1926, 
sebuah film bisu yang memang agak terlambat mengingat di belahan dunia 
lain film bersuara mulai diproduksi.
35
 Film lokal pertama yang berjudul 
„Loetoeng Kasarung‟ itu dimainkan oleh kalangan pribumi. Setelah 
diproduksi film itu, kemudian bermunculan beberapa perusahaan film yang 
menghasilkan film-film lokal. 
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Produksi film Indonesia mengalami peningkatan pertama kali pada tahun 
1941 yang menghasilkan 41 judul film, serta melahirkan pemain-pemain 
popular seperti Roekiah, Rd Mochtar dan Fifi Young.
36
 Namun, diawal 
tahun 1942 pada saat Jepang mulai menjajah Indonesia membuat produksi 
perfilman lokal menurun drastis. Hal tersebut disebabkan karena Jepang 
hanya memperbolehkan menampilkan dan memutarkan film-film 
documenter kegagahan Jepang, sedangkan film-film lainnya dilarang 
beredar. Baru pada tahun 1970, industri film menunjukkan gairahnya 
kembali. Tingkat produksi film tertinggi ada dalam kurun waktu 1970-1980. 
Tepatnya pada tahun 1977, Pemerintah membuat peraturan pemerintah yang 
mengharuskan para importer film untuk memproduksi film lokal. Di era 
tahun 1980-an, produksi film lokal/nasional semakin meningkat seiring 
jumlah penonton dan bioskop baik di kota-kota besar atau daerah-daerah 
pinggiran kota semakin banyak. Namun, di akhir era 1980-an minat kondisi 
film nasional menurun dikarenakan hadirnya stasion televisi swasta yang 
menyajikan film-film impor, sinema elektronik dan telenovela.
37
 
Pada era 1990-an, kondisi perfilman di Indonesia belum juga bangkit 
dari keterpurukannya.
38
 Dalam masa ini harus diakui terdapat beberapa film 
yang dianggap berkualitas dan sukses bersaing dengan film-film impor 
seperti ”Cinta Dalam Sepotong Roti”, ”Daun Di Atas Bantal” yang 
diciptakan oleh Garin Nugroho, namun demikian kesuksesan tersebut tidak 
diikuti dengan lahirnya kreativitas film berkualitas dari sineas lainnya 
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sehingga film Indonesia dilanda sepi. Krisis masalah bagi film-film nasional 
yang harus menghadapi persaingan dengan maraknya tayangan dari televisi 
swasta. Sejak awal diperkenalkannya film tahun 1900 hingga 
perkembangannya sampai akhir tahun 1990-an, bioskop memegang peranan 
penting sebagai media bagi film untuk menyampaikan pesan tersebut. Akan 
tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi 
canggih telah menghadirkan media hiburan baru seperti televisi dan video, 
bahkan sekarang masyarakat mengenal apa yang disebut dengan bioskop 
Twenty One atau bioskop Mega Blitz. Pasca tahun 1980-an, seiring 
teknologi yang semakin maju maka muncul berbagai macam media yang 
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menonton film. 
Film terus berkembang dengan munculnya media lain untuk 
mendistribusikannya kepada penonton seperti VCD dan DVD. 
3. Unsur-Unsur Karya Sinematografi 
a. Unsur Utama39  
Unsur utama terdiri dari visual gerak, audio, dan jalan cerita.  
1) Visual gerak, berupa lambang-lambang komunikasi visual yang 
disajikan dengan metode Fotografi yaitu „tanpa cahaya, maka tak 
ada gambar‟. Bentuk komunikasi tersebut dapat berupa tampilan 
visual secara verbal maupun non verbal yang mengandung nilai 
estetik, artistik, maupun dramatik.  
                                                             
39





2) Audio, seiring dengan perkembangan zaman, sinematografi 
merupakan bentuk produk teknologi audiovisual pertama yang 
memadukan unsur audio dan visual. Saat ini unsur audio berperan 
besar untuk memperjelas maupun mempertegas pesan informasi 
maupun komunikasi yang terkandung pada unsur visual 
sinematografi.  
3) Jalan Cerita, tidak seperti gambar diam yang dapat ditafsirkan 
sendiri oleh yang melihatnya (satu gambar mewakili seribu kata), 
suatu karya sinematografi relatif memiliki makna yang universal 
dari berbagai penonton yang melihatnya. Hal ini ditunjukan melalui 
rangkaian gambar bergerak yang mengandung urutan jalan cerita. 
Namun, jalan cerita juga terikat dan dibatasi oleh keterbatasan 
waktu atau durasi film.  
b. Unsur Penunjang40  
Unsur penunjang Film dalam sinematografi antara lain seting, properti, 
dan efek.  
1) Seting, atau lingkungan tempat pengambilan gambar. Set adalah tata 
ruangan yang menjadi obyek visual untuk tiap adegan. Merupakan 
unsur penguat jalan cerita baik yang diambil secara alami maupun 
didesain sedemikian rupa (buatan) sebagai bagian dari properti. 
Agar tidak terjadi salah paham tentang ukuran, warna, riasan dan 







jumlah perabot dalam sebuah set, konfirmasi ulang dengan 
sutradara dan penata fotografi.  
2) Properti, meliputi kostum, tata rias, dan segala perlengkapan yang 
diperlukan untuk lebih memberikan kesan alami maupun dramatis 
pada cerita yang akan direkam melalui kamera atau di luar frame 
kamera, termasuk segala peralatan dan perlengkapan produksi yang 
diperlukan.  
3) Efek, meliputi efek gambar, suara, cahaya, transisi waktu, hingga 
spesial efek yang didesain secara animasi melalui program 
komputer agar lebih memberikan kesan dramatis pada cerita.  
C. Tinjauan Umum tentang Media Sosial 
Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial 
merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif 
dalam media baru sangatlah tinggi. Me-dia sosial, dikutip dari Wikipedia, 
didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 
jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 




Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media 
sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena 
media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini 
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publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan 
massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di 
dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku 
publik atau masyarakat. Fenomena me-dia sosial ini bisa dilihat dari kasus 
Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International. Inilah alasan 




Tak bisa dipungkiri jika kemajuan teknologi informasi saat ini justru 
menggiring masyarakat global ke arah akhir sosial. Alan Touraine melihat 
bahwa proses akhir sosial ini sebagai akibat modernisasi yang telah mencapai 
titk ekstrimnya dewasa ini, yang disebut sebagai hipermodernisasi 
kontemporer. Proses sosial ini kini dipercepat dan mencapai keadaan 
maksimal di tangan media internet yang menciptakan berbagai informasi relasi 
sosial. Realitas yang ada ini membuat individu-individu penikmatnya seolah 
saling berlomba dalam sebuah arena duel, kontes tantangan, rayuan, dan 
godaan masyarakat konsumer. (Piliang, 2004:233)
43
  
Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat modern saat ini 
sangat bergantung pada teknologi. Dengan munculnya internet dan munculnya 
media sosial juga membawa banyak dampak baik maupun buruk. Kebebasan 
yang diberikan oleh internet, khususnya media sosial dalam konteks ini, 
tampaknya telah membunuh kepekaan seseorang secara moral. Berabagai 
dampak buruk yang seharusnya tidak dilakukan justru menjadi terlihat alami 
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dan biasa untuk dilakukan bhakan banyak orang yang berpikir dan 
berpendapat bahwa dampak buruk tersebut bukanlah kesalahan. 
Media sosial pada umumnya adalah sebuah media yang digunakan untuk 
bersosialisasi (berhubungan, baik secara personal, kelompok dan lain 
sebagainya) antar penggunanya. Beberapa istilah yang ada dalam media sosial 
antara lain adalah Social Network, SNS dan Communication Network. Secara 
garis besar media sosial dan jaringan sosial menggunakan sistem yang sama 
yaitu media daring yang terhubung dengan internet.
44
 Walaupun media sosial 
merupakan suatu jenis media tersendiri, akan tetapi fungsi media massa masih 
dapat kita temui pada media sosial ini, walaupun tidak seluruhnya sama. 
Sementara SNS (Social Networking Sites) merupakan terminologi yang lebih 
khusus untuk menjelaskan tentang situs mana yang digunakan untuk 
melakukan aktivitas jejaring sosial tersebut. Contoh jejaring sosial sekaligus 
SNS adalah Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube, Twitter, Path, Tumblr, 
dsbnya.
45
 Saat ini media sosial yang baru-baru ini sedang mengalami kenaikan 
tingkat peminatnya dan sangat terkenal adalah aplikasi suara lipsing yang 
membuat video dengan melakukan gerak bibir dengan gerakan pada anggota 
badan (dance) sesuai suara dari musik yaitu aplikasi Tiktok. 
Tiktok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan 
menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga 
dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan 
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kepada teman-teman atau pengguna lainnya.
46
 Aplikasi sosial video pendek ini 
memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat 
melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi 
sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi content creatore.47 
Namun, penggunaan aplikasi Tiktok dalam prakteknya juga menuai pro-
kontra dikarenakan disalahgunakan oleh beberapa oknum yang dengan 
sengaja mengunggah film dengan tanpa izin pencipta, walaupun 
pengunggahannya bisa mencapai beberapa video karena kapaitas 
pengunggahan video di Tiktok hanya mencapai 3 menit saja. Hal tersebut juga 
bisa dikategorikan sebagai kegiatan pembajakan film. 
Dalam aplikasi TikTok, terdapat perjanjian yang mengikat secara sah yang 
berbentuk klausula baku dalam Term of Service atau syarat penggunaan yang 
berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, yang 
mengharuskan pengguna aplikasi menerima ketentuan dalam Term of Service 
dan mematuhinya. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok yang 
membuat suatu konten dengan pemegang hak cipta terdapat pada bagian User 
Generated Content, yang menyebutkan bahwa „When you submit User Content 
through the Services, you agree and represent that you own that User Content, 
or you have received all necessary permissions, clearances from, or are 
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Penjelasan hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan 
pemegang hak cipta  dalam klausula tersebut adalah pengguna aplikasi TikTok 
dalam membuat suatu konten harus sudah mempunyai izin atau diberi 
wewenang oleh pemilik bagian apapun dalam konten untuk dikirim di aplikasi 
TikTok. Artinya, pengguna aplikasi TikTok bebas membuat sebuah konten asal 
sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Akan 
tetapi dari fakta yang ada bahwa pengguna aplikasi biasanya tidak melakukan 
izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang 
dikirimkan tersebut. 
Selanjutnya pada User-Generated Content menjelaskan „We accept no 
liability in respect of any content submitted by users and published by us or by 
authorised third parties‟
49
 Yang menjelaskan bahwa pihak aplikasi Tiktok tidak 
bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna aplikasi 
yang dipublikasikan oleh pihak aplikasi Tiktok atau oleh pihak ketiga yang 
berwenang, yang artinya tanggung jawab dari konten yang dikirimkan adalah 
tanggung jawab pengguna aplikasi. 
D. Tinjauan Umum tentang Pembajakan 
1. Pengertian mengenai Pembajakan 
Pembajakan merupakan salah satu tidakan yang bisadikatakan sebagai 
pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk 
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digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang 
menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa 
contohnya yaitu software, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis 
di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat lunak 
merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua 
puluh tahun terakhir ini.
50
 Mengunduh film secara gratis dari internet 
berkembang seiring dengan tawaran berbagai media digital baik yang resmi 
ataupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi internet yang 
menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih 
mengunduh video dari internet.
51
 
Perkembangan internet yang sangat pesat tidak hanya membawa sisi 
positif ternyata juga membawa sisi negatif. Mengunduh dari internet 
merupakan kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan 
orang. Berbagai alat elektronik dan komunikasi di zaman sekarang ini sudah 
menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mengunduh. 
Namun, kemudahan tersebut seharusnya tidak boleh melanggar hukum dari 
hak yang melekat atas sesuatu yang diunduh tersebut.Seperti halnya illegal 
downloading.  
Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundangundangan.Keberadaan hak cipta di Indonesia sudah ada 
sejak zaman Belanda. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. 
Selain dibahas dalam peraturan perundang-undangannya sendiri, hak cipta 
juga dibahas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
sebagai hak kekayaan intelektual. 
Pembajakan dapat dibagi mnejadi tiga kategori adalah sebagai berikut: 
1) Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikasinya 
untuk diperdagangkan tanpa seizing produser atau pemegang hak yang 
sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemiian rupa, sehingga berbeda 
dengan kemasan rekaman aslinya. 
2) Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedemiian 
mungkin mirip dengan aslinya, tapa izin dari pemegang hak ciptanya. 
3) Penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izizn dari 
artis tersebut atau dari composer atau tanpa persetujuan dari produser 
rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian 
kontrak. Setiap peggandaan haruslah dengan seizing pemegang hak 
cipta. Tanpa seizing pencipta diaggap sebagai perbuatan melawan 
hukum.  
2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta 
Unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-
Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut: 





Setiap orang disini berarti siapapun, sehingga dapat ditujukan kepada 
siapa saja, dalam hal ini adalah pengunduh (downloader). Pengunduh 
yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat 
dikenakan alasan pemaaf atau penghapus pidana memenuhi unsur 
„setiap orang‟.  
b) Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Ayat (3) tersebut merujuk pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak 
Cipta yang menyebutkan bahwa pelanggaran hak ekonomi pencipta, 
dalam kasus ini adalah penggandaan dan penyebarluasan di media 
sosial. 
c) Yang dilakukan dalam bentuk pembajakan 
Pembajakan sendiri diartikan sebagai penggandan ciptaan dan/atau 
produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 
penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan.  
3. Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Karya Sinematografi atau  
Film menurut Undang-Undang Hak Cipta 
Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata 
kehidupan modern terutama pada perkembangan hukum hak cipta terhadap 
produk digital. Hak cipta terhadap produk digital seperti perangkat lunak, 
foto digital, music digital, film digital, dan e-book ini perlu mendapat 
perlindungan hukum, karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan 





serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk 
mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya.
52
 
Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, illegal downloading atau 
pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet piracy merupakan satu 
hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan cenderung 
tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran 
secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Ini 
sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta 
yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk 
mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya 
berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak 
cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau 
ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Pembajakan terhadap karya seperti 
rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang dilarang 
dalam undang-undang. 
Dalam kasus illegal downloading, jika illegal downloading dilakukan 
dalam jumlah yang besar dan kemudian digunakan untuk dikomersilkan itu 
termasuk pelanggaran hak cipta. Apabila illegal downloading tersebut 
dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu 
tetap termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta karena sama saja dengan 
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dengan mengambil karya orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik 
hak tersebut, meskipun itu tidak dikomersilkan. 
Proses pengunduhan film gratis di internet merupakan suatu kegiatan 
pengambilan, dimana pelaku pengunduhan film mengambil dan 
memindahkan file tersebut ke dalam handphone maupun hard disk mereka 
tanpa menghilangkan file asli yang berada di dalam situs pengunduhan 
tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan film juga 
termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah film 
tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua termasuk 
dengan hasil pengunduhan.  
Pengaturan mengenai hak eksklusif yang di dapatkan oleh pencipta 
terhadap karya sinematografi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak 
Cipta yang dimana hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak 
moral dan hak ekonomi. Karya sinematografi merupakan sebuah ciptaan, 
seperti dijelaskan dalam pasal 40 huruf m yang menjelaskan bahwa karya 
sinematografi adalah karya cipta dengan gambar yang bergerak atau 
moving images yaitu antara lain film dokumenter, film iklan, film cerita 
yang dibuat dengan skenario, dan film kartun yang dapat dipertunjukkan di 
bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya, oleh karena itu secara 
otomatis karya sinematografi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta 
sejak pertama kali dilakukannya pengumuman. 
Banyaknya pembajakan dengan tanpa seizin dari pemilik karya 





sanksi. Perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta sebenarnya 
sudah tertuang pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pada pasal 9 ayat (2) 
dan ayat (3) yang menjelaskan tentang setiap orang yang menggunakan hak 
ekonomi dari pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, 
menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukan, 
mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan, wajib 
mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dan dilarang melakukan 
penggandaan serta penggunaan secara komersal tanpa izin pencipta. 
Dengan demikian apabila terjadi pembajakan yaitu seperti mempertunjukan 
di situs online atau media sosial tanpa seizing dari si pencipta sudah 
merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Apabila ada yang melakukan 
pelanggaran hak ekonomi terhadap pemegang hak cipta yang menggunakan 
secara komersial akan dijerat Pasal 113 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Hak Cipta. 
Diatur juga apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan pasal 
113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) maka 
dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ketentuan pada pasal 
120 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai bahwa kasus 
pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan.
53
 Delik tersebuat harus 
dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses 
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apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).
54
 Itu artinya, 
hanya pemegang hak cipta atau pencipta yang dapat mengajukan 
permohonan kepada yang berwenang terhadap adanya pelanggaran hak 
cipta terhadap yang dilakukan seseorang terhadap haknya. 
Pembajakan juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau „UU ITE‟) 
terdapat pada Pasal 32 yaitu mengenai setiap orang yang mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen 
elektronik milik orang lain atau milik publik dengan sengaja akan dipidana 
penjara delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. Pada 
Pasal 48 ayat (2) juga memberikan perlinudungan yaitu tindakan 
perekaman sekaligus mendistribusikan juga mendapatkan ancaman pidana 
paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan mengenai Karya Sinematografi dalam Hukum Positif di 
Indonesia. 
Hak cipta memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan hak-hak lainnya 
yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Secara garis besar Hak 
Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta (copyrights) dan hak 
kekayaan intektual (industrial property rights). Sedangkan karya sinematografi 
sendiri termasuk ciptaan karya yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan 
Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta.   
Film merupakan karya seni yang sedang mengalami kenaikan tingkat 
peminatnya, apalagi di jaman sekarang ini banyak situs film resmi yang 
menayangkan beberapa film untuk ditonton tanpa harus datang ke bioskop 
karena satu dan lain hal. Film merupakan media komunikasi untuk 
menyampaikan sebuah pesan, baik pesan yang menyampaikan edukasi maupun 
pesan yang menyampaikan hiburan, melalui audio visual berupa gambar dan 
suara yang menghidupkan bagaimana pesan itu disampaikan. Film sendiri 
mempunyai beraneka ragam macamnya yang mempunyai banyak cara 
pendekatannya, tetapi dapat dikatakan bahwa film mempunyai satu tujuan yang 
sama yaitu menarik perhatian bnyak penikmatnya untuk terhadap masalah yang 
dikandung dari film itu. 
Akibat dari adanya PSBB membuat penggunaan internet dan media sosial 





media sosial sudah menjadi hal biasa yang sering dilakukan sehari-hari. 
Penggunaan media sosial itu sendiri untuk saat ini tidak hanya digunakan 
sebagai alat komunikasi untuk bekerja dan belajar, melainkan sebagai hiburan. 
Segala macam hiburan, mulai dari musik, game bahkan menonton sebuah film. 
Padahal untuk menonton sebuah film bisa dilakukan dengan menggunakan 
website-website resmi, seperti Netflix, Amazon, BBC, Crunchyroll, dll. Namun 
ternyata tidak sedikit orang-orang yang menggunakan situs website illegal 
untuk streaming film secara gratis. Hal ini merupakan dampak negatif dari 
kemajuan teknologi di bidang perfilman, yaitu pembajakan film – film oleh 
oknum tidak bertanggung jawab. 
Berikut merupakan pengaturan karya sinematografi dalam hukum positif di 
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Tabel 1. Karya Sinematografi dalam Hukum Positif di Indonesia 
Pengaturan terhadap karya sinematografi dalam hukum positif di Indonesia 
yang penulis ringkas dalam sebuah tabel dengan mengikuti perkembangan 
hukum positif di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Hak 
Cipta, Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, yang dalam ke semua pengaturan tersebut mengatur 
karya sinematografi atau film merupakan suatu kaya ciptaan yang dilindungi 
undang-undang sebagai Hak Kekayaan Intelektual, apabila ada yang 
melakukan penggandaan, pembajakan atau bahkan mengomersilkan sebuah 






Undang-Undang Hak Cipta mengartikan karya sinematogarfi sebagai 
sebuah ciptaan berbentuk gambar bergerak atau moving images, diantaranya 
seperti film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang diciptakan 
dengan skenario, dan film kartun (terdapat dalam  Pasal 40 ayat (1) huruf m). 
Perlindungan hak cipta atas terhadap karya sinematografi berlaku selama 50 
tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pengumuman disini artinya 
adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu karya sinematografi dengan 
menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik sehingga karya 
sinematografi dapat dilihat, didengar oleh penikmatnya. 
Undang-Undang Perfilman menjelaskan bahwa film merupakan karya seni 
budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang 
diciptakan dengan berdasar pada kaidah sinematografi dengan menggunakan 
suara atau tanpa suara kemudian dapat dipertunjukkan. Perfilman didefinisikan 
sebgaai berbagai hal yang berhubungan dengan film. Berbagai hal yang 
berhubungan dengan film didefinisikan perfilman, dalam hal ini mencakup 
kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Yang 
bersifat nonkomersial dilaksanakan pelaku kegiatan dan yang bersifat 
komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan usaha perfilman tentu 
melibatkan insane perfilman, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
yang memliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang kesemua kegiatan usaha perfilman diatur dalam 
Undang-Undang Perfilman. Undang-Undang Perfilman memberikan 





belum beredar dan dipertunjukkan wajib disensor dan memperoleh surat tanda 
lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film yang apabila 
dipertunjukkan baik di Indonesia maupun diluar negeri telah lulus sensor. Film 
Indonesia yang diekspor dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal 
oleh dunia internasional. 
Undang-Undang ITE tidak menyebutkan jelas mengenai penjelasan karya 
sinematografi atau „film‟. Namun, ada dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan 
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa karya 
sinematografi termasuk kedalam kriteria yang termasuk pada Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Berdasarkan kesimpulan dari 
Undang-Undang ITE, bahwa karya sinematografi disebut sebagai informasi 
elektronik/dokumen elektronik adalah karena setiap informasi elektronik yang 
dibuat dalm bentuk analog, digital elektronmagnetik atau sejenisnya yang 
memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
Bentuk perlidungan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik 
terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang ITE  merupakan kekayaan intelektual 
tersebut dilindugi sebagai Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
Dilihat dari berbagai sumber terdapat kasus yang berhasil diungkap, 
sebagai salah satu contohnya, pada Akhir Maret 2018 terdapat kasus 
pembajakan film Dilan1990 salah satu film karya Fajar Bustomi. Film yang 
dimainkan Iqbaal Ramadhan (Dilan) dan Vanesha Preschilla (Milea) ini dapat 





tentang kisah cinta anak remaja di Bandung tahun 1990-an. Produser film Dilan 
1990, Ody Mulya Hidayat mendapati DVD bajakan film tersebut di Cirebon, 
Jawa Barat. Ody mengaku mendapat laporan dari seorang teman, Ody 
kemudian mendatangi toko tersebut untuk mengatahui kebenarannya. Ody 
terkejut, lantaran mendapati beberapa ikat DVD film „Dilan 1990‟, tidak hanya 




Di akhir tahun 2016, terdapat kasus pembajakan film „Warkop DKI 
Reborn‟. Film tersebut dibajak oleh seorang wanita berinisial PL (31) yang 
dengan tidak bertanggung jawab merekam langsung di bioskop serta 
menyebarluaskan melalui media sosial Bigo Live. Pelaku tersebut berhasil 
ditangkap oleh Subdirektorat Reserse Cyber Crime Polda Metro Jaya. Hal 
tersebut dilakukan oleh pelaku dengan motif hanya iseng belaka dan tidak 
terdapat motif untuk mencari keuntungan atau lainnya. Namun, dengan adanya 
kejadian tersebut, pelaku dijerat Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, 
dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp 4M. 
Falcon Pictures berharap agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan kasus 
ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi  kita  semua.  Akibat kejadian 
tersebut, Falcon Pictures menderita kerugian sampai lebih dari Rp20 miliar, 
tidak hanya rugi secara material namun  juga moral.
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Pada bulan Januari 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs streaming film bajakan atau 
illegal seperti IndoXXI (Lite) dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal 
lainnya.
57
 Namun ternyata para pelaku penyedia film/situs bajakan tersebut 
tidak jera, bahkan mereka juga melakukan penggantian nama situs agar tidak 
diketahui para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. 
Pada April 2020, pihak PT Visinema Pictures melaporkan terdakwa Aditya 
Fernando Phasyah atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang 
diproduksi Visinema. Pengadilan Negeri Jambi memvonis Aditya Fernando 
Phasyah (AFP) selama 1 tahun dan 2 bulan atau 14 bulan atas kasus 
pembajakan film Keluarga Cemara karya Visinema Group. Pemilik situs web 
DuniaFilm21 itu terbukti bersalah melakukan pembajakan film Keluarga 
Cemara. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jambi, 
dalam amar putusan, Aditya Fernando Phasyah terbukti bersalah dan 
melanggar Pasal 113 ayat (3), juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diketahui, film Keluarga Cemara dicuri, 
diunggah, serta ditayangkan secara ilegal di platform situs web bernama 
DuniaFilm21. Film yang meraih 1,7 juta penonton bioskop pada awal 2019 itu 
diputar secara utuh atau ditayangkan secara online dengan cuma-cuma bagi 
pengunjung situs web tersebut. Dalam penelusuran kasus pembajakan ini 
didapatkan fakta bahwa Aditya telah membajak sekitar 3.000 judul film lokal 
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dan impor sejak 2018. Aditya mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, 
mengingat judul film-film tersebut cukup terkenal. Dalam dakwaan itu 
disebutkan tarif iklan yang didaftarkan berkisar dari Rp 1.500.000 hingga Rp 
3.500.000 per iklan untuk durasi 30 hari. Sebelumnya, Aditya Fernando 
Phasyah didakwa dengan Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 48 ayat 2 UU Nomor 11 
Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan 
transaksi elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Dia juga dikenai Pasal 
113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,dan/atau huruf g 




Pada pertengahan bulan Oktober 2020, Film Story of Kale dirilis. Namun, 
sangat disayangkan bahwa masih saja ada oknum yang membajak film 
tersebut. Hal itu membuat orang lain menonton film tersebut secara cuma-
cuma. Padahal, dengan dirilisnya film tersebut yang dapat ditonton di Bioskop 
Online orang-orang hanya perlu membayar Rp 10.000. Dengan adanya 
kejadian itu, pihak rumah produksi film Story of Kale melaporkan kejadian 
tersebut ke pihak beerwenang. Dilansir dari detikcom, pihak Visinema 
mengaku sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap pelaku 
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B. Perlindungan Hukum Hak Cipta terkait Maraknya 
Penggandaan/Penggunaan Karya Sinematografi yang diunggah tanpa Izin 
di Media Sosial Tiktok 
Internet yang mempunyai berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata 
bukan hanya memberikan dampa positif yaitu sebuah manfaat kepada pelaku 
usaha tetapi juga menimbulkan dampak neatif berup kerugian terhadap 
perbuatan yang melanggar hukum seperti keamanan dan privasi data juga 
perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi yang dimiliki setiap penggunanya. 
Dengan adanya kemajuan teknologi digital serta semakin banyaknya media 
sosial yang muncul ternyata dewasa ini telah berdampak terhadap peningkatan 
pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. 
Salah satu implikasi dari perkembangan teknologi informasi yang saat ini 
menjadi perhatian penting adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian 
hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan 
investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan Trade Related Aspect of 
Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan perjanjian Hak-Hak 
Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan 
Dunia (WTO), Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi copyrights (hak cipta), 
dan industrial property (paten, merek, desain industri, perlindungan sirkuit 
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terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang). Diantara hak-hak 
tersebut, Hak Cipta adalah hak esklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
dengan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 
sesuai peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan untuk dapat 
mengaku/mengklaim hasil dari suatu karya dengan ketentuan serta bukti, 
supaya benda tersebut kemudian tidak diclaim, disalahnamakan, diakui oleh 
pihak lain. Atau lebih sederhananya tujuan dari hak cipta adalah suapay tidak 
ada karya atau pun juga hasil eksperimen seseorang itu dinyatakan bahwa 
seseorang yang lain lah pencipta nya.
60
 
Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan internet justru 
telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan 
invensi yang ditemukan oleh para penghasil Hak Kekayaan Intelektual. Internet 
memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HKI 
tumbuh dengan subur.
61
 Salah satu masalah yang timbul adalah berkaitan 
dengan pembajakan Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual memang berperan 
penting dalam kehidupan dunia modern dimana di dalamnya terkandung aspek 
hukum yang berkaitan erat dengan aspek teknologi, aspek ekonomi, maupun 
seni budaya. Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat 
pada tata kehidupan modern terutama pada perkembagan hukum Hak Cipta. 
Ketika teknologi konversi data muncul, banyak karya cipta konvensional 
yang telah diubah ke dalam media digital. Dalam kaitan dengan konversi 
                                                             
60
Pendidikan.co.id, Pengertian Hak Cipta, (https://pendidikan.co.id/pengertian-hak-cipta/) 
diakses tanggal 03 Agustus 2021 
61
Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer (Jakarta: Pustaka Utama 





bentuk digital ini, banyak pekerjaan dan produk karya cipta dapat dengan 
mudah diakses oleh kebanyakan orang-orang dengan bantuan dari komputer, 
perangkat lunak dan jaringan internet. Dengan berkembangnya era digital saat 
ini para penghasil karya cipta memiliki pilihan teknologi yang dapat membantu 
dalam berkarya dan berkreasi dengan lebih mudah, maksimal, dan sempurna. 
Para pencipta dan atau pemegang Hak Cipta juga memiliki pilihan teknologi 
untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat luas. Pengaruh kemajuan 
teknologi digital yang tidak sehat akan berdampak jauh lebih berbahaya 
dibandingkan dengan keunggulan dan kemanfaatannya, terutama dikalangan 
para pengguna pemula.  
Dengan semakin mudah diakses banyak orang semakin banyak pula orang 
yang mengalterasi, duplikasi, menggandakan, dan distribusi. Maka semakin 
lemah perlindungan hukum terhadap pencipta. Potensi pelanggaran atas moral 
rights & economic rights pencipta semakin besar ketika tulisan yang diakses 
tanpa mencantumkan nama, menggunakan karya tidak sesuai peruntukannya. 
Hak Cipta memberi kewenangan yang sangat luas bagi pencipta. Secara 




Hak Cipta melindungi suatu bidang luas dari karya-karya cipta dan telah 
berkembang pesat semenjak mulanya sebagai suatu bentuk pengawasan cetak 
pada awal abad ke-16. Hak Cipta mempunyai suatu pendekatan pragmatis dan 
cakupannya meluas sampai segala jenis karya cipta tanpa memandang segi 
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kualitas, tunduk kepada beberapa persyaratan dasar, yang biasanya dipenuhi 
secara mudah.
63
 Perkembangan praktis Hak Cipta tersebut telah ditunjang oleh 
para hakim yang umumnya menaruh simpati terhadap prinsip perlindungan 
suatu karya cipta, keterampilan, dan usaha perorangan.
64
 Hal mendasar dari 
Hak Cipta sebagai konsep kepemilikan, yaitu memungkinkan adanya 
perlindungan bagi hasil karya seseorang. Dimana karya-karya tersebut 
merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Oleh 
karena itu, Hak Cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya 
menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah 
terjadinya peng-copy-an atau perbanyakan tanpa izin, tetapi juga memberikan 
jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh manfaat dari hasil karya 
intelektualnya tersebut. Hal ini merupakan sebuah insentif untuk 
mempublikasikan karyanya. Hak Cipta juga bekerja sebagai sebuah 
kompensasi atas risiko keuangan dari penerimaan pemilik Hak Cipta dengan 
jalan mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan Hak Cipta, 
seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil 
karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya 
tersebut.  
Bentuk Pelanggaran terhadap hak cipta (copyright‟s violation) pada 
dasarnya berkisar pada dua hal pokok yaitu:
65
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1. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau 
memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah 
berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap 
ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang 
pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.  
2. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
Definisi pelanggaran hak cipta juga sejalan dengan pembajakan internet 
atau illegal downloading yaitu pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang 
hak cipta seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, 
atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin 
dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili 
atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Pembajakan internet merupakan 
kegiatan kriminal karena melakukan penyebaran secara tidak sah atas 
perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Sedangkan pembajakan 
terhadap karya seperti rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta 
yang dilarang dalam undang-undang. Illegal downloading itu sendiri bisa 
termasuk pelanggaran hak cipta jika dilakukan dalam jumlah yang besar dan 
kemudian dikomersilkan, juga merupakan pelanggaran hak cipta jika dilakukan 
dalam jumlah yang kecil untuk koleksi pribadi saja tidak dikomersilkan karena 
secara tidak langsung kegiatan tersebut adalah mengambil karya orang lain 
tanpa izin pemilik karya tersebut. Pelanggaran hak cipta terhadap karya 





yang bukan lagi dimasukkan dalam VCD/DVD, tetapi menggunakan internet 
dan media sosial.  
Saat ini media sosial yang baru-baru ini sedang mengalami kenaikan 
tingkat peminatnya di Indonesia bahkan di dunia dan sangat terkenal adalah 
aplikasi suara lipsing yang membuat video dengan melakukan gerak bibir 
dengan gerakan pada anggota badan (dance) sesuai suara dari musik yaitu 
aplikasi TikTok. TikTok adalah aplikasi sosial video pendek yang mempunyai 
berbagai fitur musik agar penggunanya dapat membuat video dengan 
kreativitas penggunanya untuk menjadi content creatore. Banyak masyarakat 
Indonesia yang berlomba-lomba menjadi “Seleb TikTok” (panggilan untuk artis 
TikTok), karena dianggap keren dan dapat menghasilkan uang dalam jumlah 
besar. Namun faktanya masih banyak Seleb TikTok yang belum paham tentang 
syarat dan ketentuan dalam menggunakan aplikasi TikTok, apalagi hukum 
tentang Hak Cipta yang banyak sekali terkandung di dalam aplikasi TikTok. 
Akhir-akhir ini penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya juga menuai 
pro-kontra dikarenakan disalahgunakan oleh beberapa oknum yang dengan 
sengaja mengunggah atau memposting potongan film dengan tanpa izin 
pencipta, walaupun pengunggahannya bisa mencapai beberapa video karena 
kapaitas pengunggahan video di TikTok hanya mencapai 3 menit saja. Hal 
tersebut juga bisa dikategorikan sebagai kegiatan pembajakan film. 
Dalam aplikasi TikTok, terdapat perjanjian yang mengikat secara sah yang 
berbentuk klausula baku dalam Term of Service atau syarat penggunaan yang 





mengharuskan pengguna aplikasi menerima ketentuan dalam Term of Service 
dan mematuhinya. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok yang 
membuat suatu konten dengan pemegang hak cipta terdapat pada bagian User 
Generated Content, yang menyebutkan bahwa „When you submit User Content 
through the Services, you agree and represent that you own that User Content, 
or you have received all necessary permissions, clearances from, or are 
authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, 




Penjelasan hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan 
pemegang hak cipta dalam klausula tersebut adalah pengguna aplikasi TikTok 
dalam membuat suatu konten harus sudah mempunyai izin atau diberi 
wewenang oleh pemilik bagian apapun dalam konten untuk dikirim di aplikasi 
TikTok. Artinya, pengguna aplikasi TikTok bebas membuat sebuah konten asal 
sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.  
Pengguna aplikasi TikTok yang melakukan pelanggaran hak cipta yang 
haknya dilanggar mempunyai hubungan hukum yaitu perikatan yang timbul 
karena undang-undang dan lahir karena adanya perbuatan melawan hukum. 
Yang menjadi sumber perikatan adalah klausula baku yang terdapat dalam 
Term of Service di aplikasi TikTok. Sehingga, walaupun antara pengguna 
aplikasi TikTok dengan pemegang hak cipta yang ciptaannya dilanggar tidak 
pernah bertemu untuk membuat sebuah perikatan, hal tersebut timbul karena 
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adanya Term of Service yang dibuat oleh pihak aplikasi TikTok terhadap 
pengguna aplikasi TikTok. 
Lalu, disebutkan juga pada bagian User Generated Content bahwa: „TikTok 
takes reasonable measures to expeditiously remove from our Services any 
infringing material that we become aware of.It is TikTok‟s policy, in 
appropriate circumstances and at its discretion, to disable or terminate the 
accounts of users of the Services who repeatedly infringe copyrights or 
intellectual property rights of others.‟
67
  
Yang dalam hal ini TikTok dapat langsung menghapus konten pelanggaran 
yang dibuat oleh pengguna aplikasi TikTok. Dalam hal ini Tiktok mempunyai 
kebijakan atas kebijaksanaannya untuk mengehentikan pengguna aplikasi 
TikTok yang ketahuan berulang kali melakukan pelanggaran hak cipta atau 
kekayaan intelektual lainnya. Dalam hal ini, pihak aplikasi TikTok juga dapat 
mengungkapkan identitas pengguna aplikasi TikTok yang melakukan 
pelanggaran hak cipta terhadap hak kekayaan intelektual si pemegang hak 
cipta. 
Dalam hal pelanggaran hak cipta, pihak aplikasi TikTok sebenarnya sudah 
membuat klausula mengenai kebijakan kekayaan intelektual pada bagian 
Intelectual Propoerty Policy yang telah diperbaharui terakhir pada tanggal 7 
Juni 2021 tentang Copyright Infringement yaitu: „We do not allow any content 
that infringes copyright. The use of copyrighted content of others without 
proper authorization or legally valid reason may lead to a violation of TikTok's 









 Yang menjelaskan bahwa pihak aplikasi TikTok tidak mengizinkan 
pengguna aplikasi TikTok untuk membuat konten yang melanggar hak cipta 
dan akan mengakibatkan pelanggaran kebijakan aplikasi TikTok.  
Akibat dari pelanggaran kebijakan aplikasi Tiktok TikTok tersebut juga 
terdapat dalam Intelectual Propoerty Policy tentang Removal of Content; 
Suspension of termination of Account yang menjelaskan bahwa pihak aplikasi 
TikTok dapat menghapus konten pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak 
cipta orang lain dan menghapus akun pengguna aplikasi TikTok sehubungan 
dengan pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan dan Panduan Komunitas. 
Pihak aplikasi TikTok juga bisa mem-blacklist seseorang yang telah melakukan 
pelanggaran baik pelanggaran hak cipta atau pelanggaran terhadap Ketentuan 
Layanan dan Panduan Komunitas untuk tidak dapat membuat akun sebagai 
pengguna aplikasi TikTok.  
Sehubungan dengan adanya Term of Service dari pihak aplikasi TikTok 
yang memiliki banyak perjanjian baku yang mengikat secara sah membuat 
pengguna aplikasi Tiktok untuk menerima dan patuh terhadap ketentuan-
ketentuan dalam aplikasi TikTok. Namun, dengan melihat fakta yang 
sebenarnya, terungkap bahwa masih saja ada beberapa pengguna aplikasi 
TikTok yang masih saja melakukan pelanggaran dengan tetap menyebarkan, 
meng-upload, membuat konten dengan menggunakan hak cipta milik orang 
lain, termasuk yang seringkali ditemukan baru-baru ini adalah akun yang 
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meng-upload potongan-potongan film atau karya sinematografi untuk dijadikan 
konten si pengguna aplikasi TikTok.  
Pada aplikasi TikTok ini ketika pengguna aplikasi ingin membuat suatu 
video atau biasa disebut konten pada aplikasi ini harus mendaftarkan terlebih 
dahulu identiitas diri pada aplikasi TikTok ini melalui salah satu akun media 
sosial lainnya yaitu bisa menggunakan Facebook, Google atau Nomor 
Handphone. Pengguna aplikasi dapat membuat suatu konten dengan atau tanpa 
sebuah suara musik membuat video yang sebelumnya melalui proses 
perekaman dan proses pengeditan  lalu di-publish atau di-upload pada aplikasi 
TikTok. Yang sekarang ini sering menjadi permasalahan adalah si pengguna 
aplikasi TikTok yang meng-upload potongan film atau karya sinematografi 
secara berurutan (atau bahasa yang sering digunakan oleh para pengguna 
aplikasi adalah ber- part-part) sebagai konten dalam aplikasi TikTok yeng 
berujung mengakibatkan suatu pelanggaran hak cipta terhadap pemegang hak 
cipta karya sinematografi yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, 
memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Namun, diketahui saat ini aplikasi 
TikTok telah memiliki sistem otomatis untuk men-take down konten yang 
melanggar Hak Cipta tanpa adanya pemberitahuan kepada pengguna aplikasi 
TikTok. Karena pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan, TikTok sudah 
menyiapkan formulir untuk melaporkan pelanggaran Hak Cipta. Apabila ada 
pemegang Hak Cipta yang merasa keberatan terhadap haknya yang dilanggar, 
dapat mengajukan Laporan Pelanggaran Hak Cipta untuk meminta 





Pihak aplikasi TikTok juga mempunyai kebijakan yang terdapat dalam salah 
satu klausula yang ada di User Generated Content yaitu dapat memberikan 
informasi terhadap pengguna aplikasi yang melanggar hak cipta seseorang 
kepada pemegang hak cipta apabila pemegang hak cipta menginginkan 
informasi pelanggar untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut dalam pengadilan. 
Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa „hak 
cipta adalah hak eksklusif untuk pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan‟. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 
dijelaskan bahwa „ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, 
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan 
dalam bentuk nyata‟. Karya sinematografi merupakan sebuah ciptaan, seperti 
dijelaskan dalam Pasal 40 huruf m yang menjelaskan bahwa karya 
sinematografi adalah karya cipta dengan gambar yang bergerak atau moving 
images yaitu antara lain film dokumenter, film iklan, film cerita yang dibuat 
dengan skenario, dan film kartun yang dapat dipertunjukkan di bioskop, layar 
lebar, televisi, atau media lainnya, oleh karena itu secara otomatis karya 
sinematografi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sejak pertama kali 
dilakukannya pengumuman. Pengumuman disini artinya adalah pembacaan, 
penyiaran, pameran, suatu karya sinematografi dengan menggunakan alat 





dinikmati oleh peminatnya. Walaupun  pendaftaran ciptaan tidak merupakan 
suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, namun dengan mendaftarkan 
ciptaannya, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta akan mendapatkan surat 
pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan 
apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak 
eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta yang terdiri dari hak moral dan 
hak ekonomi. 
1. Hak moral 
Hak moral merupakan hak untuk melindungi kepentingan yang bersifat 
pribadi atau yang bersifat melindungi reputasi dari pencipta. Hak moral dari 
pencipta tidak dapat dipisahkan dan bersifat pribadi atau kekal. Sifat 
pribadi dari pencipta ini bisa menunjukkan ciri khas yang berkenaan 
dengan nama baik si pencipta kemampuan yang hanya dimiliki oleh 
pencipta atau pemegang hak cipta sifat. Kekal itu sendiri memiliki arti 
bahwa suatu karya ciptaan melekat pada pencipta selama hidup bahkan 
setelah meninggal dunia. Pada dasarnya hak Moral ini merupakan bagian 
dari hak eksklusif atau hak integritas sang pencipta suatu karya ciptaan 
pelanggaran terhadap hak moral terjadi apabila tindakan atau perilaku yang 
dilakukan terhadap suatu ciptaan telah merugikan martabat dan 
mengganggu reputasi dari pencipta.  





a. Hak integritas atau biasa disebut juga dengan right of integrity, yaitu 
yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait 
dengan integritas atau marabat pencipta.
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 Dalam pelaksanaanya, hak 
tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, 
mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas 
penciptanya. 
b. Hak atribusi atau biasa disebut attribution/right of paternity. Dalam hal 
ini, hak moral diharuskan meletakkan identitas pencipta pada ciiptaan, 
baik dengan nama diri maupun nama samaran.
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2. Hak ekonomi 
Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas 
suatu karya cipta. Disebut hak ekonomi dikarenakan hak kekayaan 
intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi 
bisa berubah keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan 
sendiri dari suatu ciptaan atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan 
lisensi. Hak ekonomi diperhitungkan karena suatu karya ciptaan dapat 
digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam Perindustrian dan 
Perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. 
Hukuman untuk pelanggar penggunaan secara komersial suatu ciptaan 
terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, dalam pasal 
tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pemegang hak cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi seorang pencipta dengan melakukan 
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penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman sebuah ciptaan 
untuk penggunaan secara komersial mendapat hukuman paling lama pidana 
penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000. 
Dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa pelanggaran hak 
cipta merupakan delik aduan murni yang artinya setiap orang tidak bisa 
melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang lain 
karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta seseorang. 
Dengan begitu, yang bisa melaporkan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran 
hak cipta adalah si pemegang hak cipta. Namun dalam pelaksanaanya, 
alangkah lebih baik lagi tetap memperhatikan hak moral dari seorang 
pemegang hak cipta dengan apabila membuat konten denagn meng-upload 
potongan film atau karya sinematografi untuk mencantumkan nama pemegang 
hak cipta ke dalam konten yang dibuat oleh pengguna aplikasi TikTok untuk 
lebih menghargai dari keberadaan sang pemegang hak cipta. 
Pelanggaran hak cipta mengenai potongan-potongan karya sinemtografi 
pada aplikasi TikTok selain bisa ditinjau melalui Undang-Undang Hak Cipta 
bisa juga ditinjau melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Dalam Pasal 25 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa bentuk perlindungan 
terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik termasuk kekayaan 
intelektual itu juga dilindugi sebagai Hak Kekayaan Intelektual dengan 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Karya sinematografi juga merupakan kriteria yang termasuk pada Informasi 





ayat (1) dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE. Berdasarkan kesimpulan 
dari Undang-Undang ITE, bahwa karya sinematografi disebut sebagai 
informasi elektronik/dokumen elektronik adalah karena setiap informasi 
elektronik yang dibuat dalam bentuk analog, digital elektronmagnetik atau 
sejenisnya yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. Dalam aplikasi TikTok ketika suatu karya sinematografi terjadi 
penghilangan sebagian ciptaan otomatis juga ada perubahan terhadap karya 
tersebut sehingga karya sinematografi tersebut dapat dilindungi. Jadi karya 
sinematografi juga merupakan salah satu hak cipta yang juga dilindungi oleh 
Undang-Undang ITE. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dijelaskan 
bahwa setiap perbuatan seperti dengan sengaja mengubah, menambah, 
mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan 
sebuah infromasi elektronik/dokumen elektronik milik orang lain yang 
dilakukan oleh seseorang adalah dilarang. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (2) 
UU ITE dijelaskan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat 
mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan Undang-
Undang ITE. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang 
yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu mengenai pengambilan karya 
sinematografi yang diunggah menjadi beberapa potongan-potongan yang tidak 
mendapatkan ijin sebagian dalam aplikasi Tiktok selain bisa dituntut dengan 
Undang-Undang Hak Cipta bisa juga masuk ke dalam ruang lingkup pidana 





Upaya perlidnungan hukum yang bisa dilakukan oleh pencipta apabila 
terjadi pelanggaran hak cipta antara lain sesuai dengan Undang-Undang Hak 
Cipta adalah sebagai berikut: 
1) Gugatan Perdata dengan ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud berdasarkan 
Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta berupa pembayaran sejumlah uang 
yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pemegang hak 
cipta berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yaitu Pengadilan 
Niaga. Pemegang hak cipta juga dapat menggugat seseorang yang dengan 
senaja melanggar hak moral berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Hak 
Cipta. 
2) Aduan Tindak Pidana, pelanggaran hak cipta juga dapat dilakukan melalui 
proses hukum pidana berdasarkan pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta. 
Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan hak ekonomi ataupun hak 
moralnya oleh seseorang, dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Dirjen 
HKI sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. 
3) Mediasi. Dalam hal ini yang terkait pada mediasi adalah penyelesaian 
sengketanya, bukan pada tuntutan pidananya. Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) 
Undang-Undang Hak Cipta mengenai penyelesaian sengketa dijelaskan 
terhadap selain pelanggaran hak cipta bentuk pembajakan, maka dapat 
ditempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum dilakukan 
tuntutan pidana. 
4) Laporan Penutupan Konten atau Hak Akses, yang merupakan bentuk 





Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa Kementrian Kominfo berhak 
untuk melakukan penutupan konten atau hak akses pengguna yang 
melanggar hak cipta. 
5) Penetapan Sementara, penegakan hukum hak cipta di Indonesia 
menggunakan sistem keperdataan dimana di dalam hukum perdata terdapat 
sistem hukum kekayaan intelektual yang diatur tentang penetapan sementara 
oleh Pengadilan Niaga yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 106-109 
Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa harus ada tindakan 
yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan 
sementara ke Pengadilan Niaga. 
Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum hak cipta harus ditindaki secara 
tegas mengingat dampak dari pembajakan karya film sinemaotografi yang 
diunggah tanpa izin pemegang hak cipta akan sangat mempengaruhi 
berkurangnya semangat atau kreativitas dari pencipta/pemegang hak cipta 
dalam membuat film. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang Hak Cipta 
mengatur tentang sanksi pidana dan juga denda terhadap pihak-pihak yang 
melakukan pembajakan hak cipta perfilman, termasuk terhadap seseorang yang 
sebagai pengguna aplikasi TikTok yang meng-upload potongan dari film atau 
karya sinematografi sebagai konten secara sengaja. 
Untuk mengatasi suatu pelanggaran hak cipta yang terjadi termasuk 
terhadap seseorang yang sebagai pengguna aplikasi TikTok yang meng-upload 





Pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui upaya Preventif dan 
upaya Represif. 
a. Upaya Preventif 
Upaya Preventif adalah suatu upaya pencegahan untuk mengurangi 
terjadinya kegiatan meng-upload potongan dari film atau karya 
sinematografi sebagai konten secara sengaja pada aplikasi Tiktok. Dengan 
adanya upaya preventif ini mempunyai tujuan agar dapat mencegah 
terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, dengan adanya perlindungan 
secara preventif ini dapat membuat Pemerintah lebih berhati-hati dalam 
mengambil suatu keputusan. 
Salah satu usaha untuk melakukan upaya preventif yang dapat 
dilakukan oleh pemegang hak cipta adalah dengan mendaftarkan suatu 
ciptaan agar apabila terjadi suatu pelanggaran dapat diketahui siapa 
pemegang hak cipta suatu ciptaan tersebut, sedangkan upaya preventif yang 
dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan daya 
pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan 
pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu 
pemahaman bersama antara para penegak hukum tentang pentingnya hak 
cipta, menyebarluaskan materi-materi Hak Kekayaan Intelektual, dan 
memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
kepada pelaku pelanggaran karya cipta.
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Pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta agar 
dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bisa memliki kekuatan hukum 
tetap. Untuk memperoleh ciptaan di Kementrian Hukum dan HAM Republik 




1) Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual (Ditjen HKI); 
2) Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia; 
3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang 
terdaftar. 
Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan 
yang harus dilalui oleh pemohon sehingga memperoleh bukti atau tanda 
bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur pengajuan 
permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
1) Pemohon/kuasa mengisi formulir; 
2) Pemohon/kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan; 
3) Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan; 
4) Verifikator memberi perintah bayar; 
5) Pemohon melakukan pembayaran; 
6) BRI Memberi bukti pembayaran; 
a. Pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap; 
b.Pelengkapan permohonan; dan  
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c. Bukti pembayaran dari BRI. 
7) Petugas loket Memberi bukti penerimaan permohonan 
Setelah tahapan ini akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan 
ciptaan dan produk hak terkait hingga dengan dikeluarkannya keputusan 
akhir yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. 
Prosedur pencatatan ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Kehakiman RI Nomor M.01-
HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan dan Keputusan Dirjen 
Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual 
melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI, tata cara 
permohonan pencatatan ciptaan sebagai berikut:
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1) Permohonan pendaftaran hak cipta; 
2) Pemeriksaan administratif pemohon, dengan diberikan tanda terima 
sebagai bukti penyerahan permohonan hak cipta.  
3) Evaluasi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, dengan melakukan 
pemeriksaan keseluruhan permohonan yang telah memenuhi syarat. 
Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan 
HAM RI untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah 
menerima atau menolak permohonan. Sementara itu, menteri 
memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam 
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waktu 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang 
telah memenuhi syarat. 
4) Didaftarkan. 
5) Pemberian surat pendaftaran ciptaan.74 
Dengan demikian bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan 
hak cipta karya sinematografi tersebut pemerintah memberikan tata cara 
untuk para pemegang hak cipta dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bisa 
memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
 
b. Upaya Represif  
Upaya Represif adalah suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya 
tindakan meng-upload potongan dari film atau karya sinematografi sebagai 
konten secara sengaja pada aplikasi TikTok. Upaya represif dalam 
penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta yaitu dengan melalui 
sarana hukum, maka hukum perdata dan hukum pidana dapat digunakan 
untuk saling mengisi. 
Dengan adanya upaya represif dalam perlindungan hukum, bertujuan 
untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh 
Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum Hak 
Cipta. Selain itu, upaya represif ini adalah upaya hukum yang dilakukan 
pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang 
digunakan tanpa seijinnya yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna 







aplikasi TikTok dengan meng-upload potongan dari film atau karya 
sinematografi sebagai konten secara sengaja pada aplikasi TikTok, sehingga 
pencipta atau pemegang hak cipta dari karya sinematografi dapat 
mempertahankan hak moral dan hak ekonominya.  
Upaya Represif ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan upaya 
perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui 
penerapan Pasal 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang 
menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 
kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya 
pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik 
mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar 
biasa (peninjauan kembali dan kepentingan hukum) dalam hal ketidakadilan 




Pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok 
dengan meng-upload potongan dari film atau karya sinematografi sebagai 
konten secara sengaja pada aplikasi TikTok tersebut sudah menimbulkan 
suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta. 
Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata 
dan juga sanksi pidana. Upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata 
dalam menyelesaikan perkara pelanggaran sama-sama cukup efektif, yang 
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dimana dalam upaya hukum perdata lebih menitik beratkan kepada proses 
ganti ruginya saja. Penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia menggunakan 
sistem keperdataan dimana di dalam hukum perdata terdapat sistem hukum 
kekayaan intelektual yang diatur tentang penetapan sementara oleh 
pengadilan niaga yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 106-109 
Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa harus ada tindakan 
yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan 
sementara ke Pengadilan Niaga, dalam hal ini berarti pihak aplikasi TikTok 
dapat men-take down konten yang melakukan pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok agar dapat melindungi hak dari si 
pemegang hak cipta. Di Indonesia penegakan hukum berpacu kepada hukum 
pidana dimana hukum pidana memberikan suatu hukuman sangat berat bagi 
para pelaku tindak pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan 
badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran, sedangkan dalam hukum 
perdata dalam kasus pelanggaran hak cipta mencari perlindungan kepada 
Pengadilan Niaga dimana dalam pengadilan niaga memutuskan untuk 
mengganti kerugian. Dari hal tersebut, bahwa pengguna aplikasi wajib untuk 
bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi 
TikTok dengan meng-upload potongan dari film atau karya sinematografi 
sebagai konten secara sengaja pada aplikasi TikTok. 
Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya sinematografi atas 
pelanggaran yang dilakukan dalam aplikasi media sosial TikTok sudah secara 





Cipta dan juga terdapat dalam perjanjian yang mengikat secara sah yang 
berbentuk klausula baku dalam Term of Services aplikasi TikTok yang 
mengharuskan pengguna aplikasi menerima ketentuan dalam Term of Services 
dan mematuhinya, lebih tepatnya ada di bagian Intelectual Propoerty Policy 
yang telah diperbaharui terakhir pada tanggal 7 Juni 2021 tentang Copyright 
Infringement bahwa pihak aplikasi TikTok tidak mengizinkan pengguna 
aplikasi TikTok untuk membuat konten yang melanggar hak cipta dan akan 
mengakibatkan pelanggaran kebijakan aplikasi TikTok. Akibat dari pelanggaran 
kebijakan aplikasi TikTok tersebut juga terdapat dalam Intelectual Propoerty 
Policy tentang Removal of Content; Suspension of termination of Account yang 
menjelaskan bahwa pihak aplikasi TikTok dapat menghapus konten pengguna 
aplikasi TikTok yang melanggar hak cipta orang lain dan menghapus akun 
pengguna aplikasi TikTok sehubungan dengan pelanggaran terhadap Ketentuan 
Layanan dan Panduan Komunitas. Namun sangat disayangkan, bahwa 
penegakan dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut belum berjalan efektif. Pun 
dalam perjanjian yang mengikat secara sah yang berbentuk klausula baku 
dalam Term of Services aplikasi TikTok oleh para pengguna aplikasi TikTok 
masih saja ada beberapa konum yang belum mengindahkan peraturan tersebut 
meski pihak aplikasi Tiktok sudah melakukan berbagai tindakan. Hal ini 
disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang 
Hak Cipta yang melindungi ciptaan karya sinematografi serta perbuatan-









Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan terhadap karya sinematografi dalam hukum positif di Indonesia 
yang penulis ringkas dengan mengikuti perkembangan hukum positif di 
Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya bisa disebut Undang-Undang Hak 
Cipta atau “UUHC”), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 
Perfilman (yang selanjutnya bisa disebut Undang-Undang Perfilman atau 
“UU Perfilman”) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya bisa disebut Undang-
Undang ITE atau “UU ITE”), yang dalam ke semua pengaturan tersebut 
mengatur karya sinematografi atau film merupakan suatu kaya ciptaan yang 
dilindungi undang-undang sebagai Hak Kekayaan Intelektual, apabila ada 
yang melakukan penggandaan, pembajakan atau bahkan mengomersilkan 
sebuah ciptaan karya sinematografi akan dipidana sesuai Undang-Undang 
yang berlaku. 
2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya sinematografi yang diunggah 
tanpa izin di media sosial TikTok adalah terhadap pencipta atau pemegang 
hak cipta dalam Undang-Undang Hak cipta diberikan hak moral dan hak 





hukuman sesuai dalam pasal dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak 
Cipta, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin 
pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
seorang pencipta dengan melakukan penerbitan, penggandaan, 
pendistribusian dan pengumuman sebuah ciptaan untuk penggunaan secara 
komersial mendapat hukuman paling lama pidana penjara selama 4 tahun 
dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00. Namun dalam 
pelaksanaanya, alangkah lebih baik lagi tetap memperhatikan hak moral dari 
seorang pemegang hak cipta dengan apabila membuat konten dengan meng-
upload potongan film atau karya sinematografi untuk mencantumkan nama 
pemegang hak cipta ke dalam konten yang dibuat oleh pengguna aplikasi 
TikTok untuk lebih menghargai dari keberadaan sang pemegang hak cipta. 
Padahal dalam aplikasi TikTok juga terdapat hubungan hukum antara 
pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta adalah perjanjian 
hubungan kerjasama dalam perjanjian yang mengikat secara sah yang 
berbentuk klausula baku dalam Term of Service aplikasi TikTok yang 
mengharuskan pengguna aplikasi menerima ketentuan dalam Term of 
Service dan mematuhinya tertuang dalam Perjanjian User Generated 
Content dan terhadap suatu pelanggaran hak cipta tertuang pula dalam 
Intelectual Property Policy tentang Copyright Infringement. Dijelaskan 
dalam klausula yang ada di Intelectual Propoerty Policy bahwa pihak 





membuat konten yang melanggar hak cipta dan akan mengakibatkan 
pelanggaran kebijakan aplikasi TikTok. 
B. Saran 
1. Penulis berharap adanya sosialisasi lebih lanjut dari ketentuan peraturan 
perundang-undangan bidang hak cipta, khususnya Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan-aturan organik lainnya, sehingga 
masyarakat dapat memahami hak dari pemegang hak cipta. Pemegang hak 
cipta yang mengalami akibat pelanggaran haknya mengalami kerugian hak 
ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi diberikan dan 
dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara 
tindak pidana hak cipta.  
2. Penulis berharap terhadap para pengguna aplikasi Tiktok apabila ingin 
membuat konten sebagai “Content Creator” untuk lebih memperhatikan 
video apa yang akan diunggah (upload) dalam aplikasi TikTok. Rendahnya 
pengetahuan kesadaran hukum seseorang terhadap hak cipta yang melekat 
pada karya sinematografi membuat seseorang atau pengguna aplikasi TikTok 
tersebut masih suka menyebarluaskan karya sinematografi tanpa ijin dari 
pemegang Hak Cipta. Maka dari itu, perlu evaluasi secara menyeluruh 
terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya 
yang berkaitan dengan hak cipta kaya siematografi, evaluasi dilakukan untuk 
memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya 
perlindungan hak cipta dan sanksi yang didapat apabila melakukan 
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